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Abstrak 

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan, sebagai peraturan pelaksana Pasal 37 ayat (1)  Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan tata 

cara bagi Otoritas jasa Keuangan (OJK) mengenakan pungutan kepada pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang dapat dipungut oleh 

OJK sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 2011 antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, 

pendaftaran dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta 

penelitian dan transaksi pedagang efek, serta pungutan terhadap pihak yang 

melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. lembaga jasa keuangan dan atau 

orang perorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan disektor jasa 

keuangan, dimana salah satu obyek pungutan tersebut adalah profesi penunjang 

pasar modal. Hasil dari pungutan sebagai sumber anggaran OJK sebagimana 

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, dapat 

digunakan sebagai salah satu sumber anggaran OJK, selain dari sumber Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum 

terkait dengan status hukum kelembagaan OJK, apakah termasuk dalam 

klasifikasi lembaga Negara dan apakah pungutan OJK yang menjadi sumber 

keuangan OJK tersebut dapat dikategorisasikan sebagai keuangan Negara. 

Kejelasan ini membawa implikasi terhadap akibat hukum dari pengelolaan 

keuangan OJK yang bersumber dari pungutan OJK tersebut.  
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